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, BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PERATIJRAN BUPAT] LAMPlING SELATAN
 
NOMOR I'), TAHlIN 2007
 

TENTANG
 

PENJADARAN TIJGAS DAN FlINGS] SEKRETARIAT DAERAH
 
KABUPATENLAMPlINGSELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPlING SELATAl\
 

Menimbang : a.	 bahwa dcngan telah ditingkatkannya Kelembagaan Bagian Keuangan 
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan menjadi Badan 
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2006 
tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Selatan 
Nomor. OS Tahun 2002 tentang Perubahan Pertarna Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Taboo 2001 tentang Drganisasi 
dan Tata Kerja Lcmbaga Tcknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 
perlu disesuaikan kembali Uraian Tugas Jabatan yang ada pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; 

h.	 bahwa keberadaan Keputusan Bupati Lampung Sclatan NomOI 26 Tahun 
2003 tentang Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan, perlu ditinjau kembali karena sudah tidak 
sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

1.:.	 bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan 
Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati Lampung SeIatan. 

Menimbang	 1. Undang-undang Nemer 28 Tabun 1959 tentang Penetapan Undang­
undang Darurat Nomor 4 Tabun 1956, Undang-undang Darurat Nemer 5 
Tabun 1956, Undang-nndang Darurat Nomor 6 Tabun 1956 tentang 
Pernbentukan Daerah Tingkat n termasuk Kotapraja dalam T.ingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran 
Negara Repub1ik Indonesia Tabun 1959 Nomor 37); 

2.	 Undang-undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-un4angan; 

3.	 Undang-undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

4.	 Undang-undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
arara Pemerintah Pusat dan Daerah., 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomcr 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintab dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 
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7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

MEMUTUSKAN 

: PERATlJRAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG 
PENJABARAN TIJGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATENLAMPUNGSELATAN 

BAB I
 

KETENTUAN UMUM
 

Pasal I
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

8.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan; 

b.	 Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan; 

c.	 Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan; 

d.	 Wakil Daerah adalah Waldl Bupati Lampung Selatan; 

e.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya sebagai DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur PenyeIenggara 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan: 

f.	 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan; 

g.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan; 

BABII 

STRUKTlJR JABAfAN DAN
 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 

Struktur ]abatan
 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
 

Pasal2
 

Struktur jabatan Sekrctariat Dacrah adalah sebagai berikut : 
I.	 Sekretariat Daerah. 

2.	 Asisten Tata Praia, terdiri dari : 

A. Kepala Bagian Pemerintahan, mcmbawahi : 

1.	 Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah; 

2.	 Kepala Sub Bagian Kewenangan Otonomi Daerah; 

3.	 Kepala Sub Bagian Pcrtanahan; 

4.	 Kepala Sub Bagian Pengembangan Dacrah dan Perkotaan. 
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B.	 Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan., membawahi : 

1.	 Kepala Sub Bagian Perangkat Desa dan Kelurahan; 

2.	 Kepala Sub Bagian Administrasi Desa dan Kelurahan; 

3.	 Kepala Sub Bagian Pengembangan Desa dan Kelurahan; 

4.	 Kepala Sub Bagian Pengembangan DesaIKelurahan dan 
Lembaga Desa/Kelurahan. 

C. Kepala Bagian Hukum, mernbawahi : 

1.	 Kepala Sub Bagian Perundang-undangan; 

2.	 Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum; 

3.	 Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum; 

3.	 Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terdiri dari : 

A. Kepala Bagian Perekonomian, membawahi : 

1.	 Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian; 

2.	 Kepala Sub Bagian Produksi Daerah; 

3.	 Kepala Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah; 

B. Kepala Bagian Pcmbangunan, membawahi : 

1.	 Kepala Sub Bagian Program; 

2.	 Kepala Sub Bagian Pengendalian; 

3.	 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 

C. Kepala Bagian Bina Sosial, membawahi : 

1.	 Kepala Sub Bagian Agama; 

2.	 Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kcbudeyaan, Pemuda dan 
Olah Raga; 

----.	 3. KepaLa Sub Bagian Sosial. 

D.	 Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan, membawahi : 

1.	 KepaJa Sub Bagian Peranan Organisasi Wanita; 

2.	 Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Dan Partisipasi Aktif 
Perempuan; 

3.	 Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan 
Gender. 

4.	 Asisten Administrasi, terdiri dari : 

A.	 KepaLa Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi : 

1.	 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga; 

2.	 Kepala Sub Bagian Umum; 

3.	 Kepala Suh Bagian Perencanaan dan Pengadaan; 

4.	 Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan. 
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B.	 Kepala Bagian Organisasi, membawahi : 

I.	 Kepala Sub Bagian Kelembagaan; 

2.	 Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan; 

3.	 Kepala Sub Bagian Analisis formasi Jabatan; 

C.	 Kepala Bagian Arsip dan Perpustakaan, membawahi : 

1.	 Kepala Sub Bagian Pereneanaan dan Pengembangan Kearsipan; 

2.	 Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kearsipan; 

3.	 Kepala Sub Bagian Perpustakaan; 

C.	 Kepala Bagian Humas, membawahi : 

1. Kepala Sub Bagian Peliputan dan Pernberitaan; 

2. Kepala Sub Bagian Redeksi dan Fublikasi; 

3. Kepala Sub Bagian Protokol; 

5.	 Staf Ahli Bupati. 

6.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagan Struktur Organisasi 

Pasal3 

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada 
lampiran dan merupakan bagian yang tidal terpisahkan dari Peraturan ini. 

BAB 1II 

URAIAN TUGAS JABATAN
 
Bagian Pertarna
 

Sekretariat Daerab
 

Pasa14 

Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah memimpin Sekretariat Oaerah 
dalam rangka membantu Bupati dalam Melaksanakan tugas pokok 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan 
kemasyarakatan, pcmbinaan administrasi, pembinaan organisasi dan tata 
laksana, serta memberikan pelayanan teknis adtninistrasi pada seluruh 
Perangkat Daerah dan Instansi Iainnya. 

Pasal5 

Untuk menye1enggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 
4 Peraturan ini, Sekretaris Daerah mempunyai rineian tugas sebagai 
berikut : 

a.	 Mengkocrdmir Staf terhadap segaJa kegiatan yang dilakukan oleh 
Perangkat Daerah dan Tnstansi lainnya dalam rangka Penyelenggaraan 
Administrasi Pemerintah; 

b.	 Membina penyelenggaraan pemerintahan dalam arti mengumpulkan 
dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta 
rnernantau perkernbangan penyelenggaraan pemerintahan; 

c.	 Membina pelaksanaan pembangunan dalam arti mengumpulkan dan 
menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta 
memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan 
pereekonomian; 
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d.	 Membina Kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa 
data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau 
perkembangan penye1enggaraan pembinaan kemasyarakatan: 

e.	 Membina Organisasi, administrasi dan tata laksana serta memberikan 
pelayanan teknis admmisrrasi pada se1uruh Perangkat Daerah dan 
Tn~si laUrunya; 

f.	 Mengendalikan sumber daya aparatur, saruna dan prasarana 
Pemerintah Daerah; 

g.	 Membina Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah 

Bagian Kedua
 

Asisten Tata Preja
 

Pasal6
 

Tugas pokok Asisten Tata Praja adalah mengkoordinasikan perryusunan 
pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum, 
penyelenggaraan tata pemerintah desa dan kelurahan, mengkoordinasikan 
perumusan Peraturan Perundang-undangan, serta membantu Sekretaris 
Daerah datam melaksanakan tugas pemerintahan dan peIayanan 
administrative kepada Perangkat Daerab yang rnenangani bidang 
kehutanan, catatan sipil, kependudukan dan kesejahteraan sosial, tenaga 
kerja dan tranmigrasi, pcngawasan daerah, tata ruang dan lingkungan 
hidup, pemberdayaan masyarakat desa, polisi pamong praja, kesatuan 
bangsa dan perlindungan masyarakat, pertanahan, sekretariat DPRD dan 
bidang sekretariat pelaksanaan pemilu. 

Pasal7 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 
6 Peraturan ini. Asisten Tata Praja mempunyai rineian tugas sebagai 
berilrut : 

a. Mengkoordinasikan pemhinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan 
koordinasi Perangkat Dacrah dalaru rangka penyelenggaraan 
Pemerintahan, mengumpulkan bahan dan menganalisa data serta 
memberikan pertimbangan dalern rangka pembinaan Perangkat 
Daerah; 

b. Mengkoordinasikan penyusunan pedornan dan petunjuk teknis 
pelaksanaan koordinasi Perangkat Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan, mengumpulkan bahan dan 
menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka 
pembinaan Perangkat Daerab; 

c. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan kewenangan Otonomi Daerah serta pcmbinaan pengkajian 
kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten; koordinasi 
Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan ; 

d. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman 
pembinaan administrasi pertanahan; 

dan petunjuk tcknis 

e. Mcngkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan pelaksanaan pengembangan daerah, penyusunan rencana 
program dan pembinaan sarana dan prasarana fisik perkotaan; 

f.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk tekrus 
pembinaan Perangkat Desa dan Kelurahan dalam menyelenggarakan 
tugas Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan; 

g.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pengelolaan administrasi Pemerintah Desa dan Kelurahan; 
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h. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan pengembangan Desa dan Kelurahan, serta pelaksanaan 
pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan; 

1. Mengkoordinasikau penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan Keuangan, Kekayaan dan Pendapatan Desa; 

J. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
perumusan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan 
Bupari, Penelaahan dan Pengevaluasian pelaksanaan Peraturan 
Perundang-undangan serta penyiapan bahan Rancangan Peraturan 
Daerah; 

k.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan sosialtsasi dan penyuluhan Peraturan Perundang­
undangan kepada aparatur dan masyarakat, mcmberikan pertimbangan 
dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas 
masalah hukum yang tirnbul dalarn pelaksanan tugas; 

I.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan penyimpanan, penyebarluasan dan pendokumentasian 
produk hukum yang telah diterbitkan; 

m.	 Melaksanakan togas Pemerintah dan pelayanan administratif kepada 
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah yang menangani 
bidang kehutanan, calatan sipil, kependudukan dan kesejahteraan 
sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pengawasan daerah, tata ruang 
dan linglrungan hidup, pemberdayaan masyarakat desa, polisi pamong 
praja, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat., pertanahan, 
sekretariat DPRD dan bidang sekretariat pelaksanaan pemilu; 

n.	 Memberikan Pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang 
pelaksanaan togas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan togas; 

o.	 Memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil dibidang pemerintahan 
umum, pemerintahan desa dan kelurahan serta dibidang hukum; 

p.	 Menilai aktivitas, krcativitas dan produktivitas pelaksanaan togas dari 
bawahan; 

q.	 Melaksanakan togas kcdinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan togas. 

Bagian Ketiga 

Kepala Bagian Pemerintahan 

PasaJ 8 

Tugas pokok Kepala Bagian Pemerintahan adalah melaksanakan 
penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintah 
umum, pembinaan perangkat daerah, pelaksanaan kewenangan otonomi 
daerah, administrasi pertanahan dan perkotaan, serta pe1aksanaan 
pengembangan daerab, penyusunan rencana program dan pembmaan 
sarana dan prasaruna fisik perkotaan. 
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Pasal9 

Untuk menyelenggerakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 
8 Peraturan ini. Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai rincian togas 
sebagai berikut : 

3.	 Mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan dibidang 
pemerintah dalam rangka peneapaian tujuan penyelenggaraan togas 
pokok dan fungsi bagian; 

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan bidang pemerintahan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

c. 

d. 

Mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk 
telrnis pelaksanaan koordinasi Perangkat Daerah dalarn rangka 
penyelenggaraan pemerintahan, mengumpulkan bahan dan 
menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka 
pembinaan Perangkat Daernh; 
Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan 
petunjuk teknis pengkajian dan pelaksanaan kewenangan otonomi 
daerah, pelaksanaan monitoring dan eveluasi serta memberikan 
pertimbangan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah; 

e. Mempersiapkan dan melaksanakan 
pembinaan administrasi pertanahan; 

pedoman dan petunjuk tcknis 

f. Mempersiapkan dan melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan pelaksanaan pengembangan daerah, penyusunan rencana 
program dan pembinaan sarana dan prasarana fisik perkotaan; 

g. Membagi habis tugas kedinasan pada Bagian Pemerintaban dibidang 
teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang 
berada dilingkungan Bagian Pemerintahan mempunyai dan memahami 
beban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

h. Memberikan petunjuk teknis dan pertirubangan kepada atasan tentang 
pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas; 

I.	 Memberikan usulan dan pertirubangan kepada atasan tentang lengkah­
langkah dan kebijakan yang akan diambil dibidang pemerintahan; 

j.	 Menilai aktivitas, kreativitas dan produkrivitas pelaksanaan tugas dan 
bawahan; 

k.	 Membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk 
dijadikan bahan pertirnbangan lebih lanjut; 

L	 Melaksanakan tugas kcdinasan lainnya yang diberikan oLeh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

PasallO 

Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah adalah me1aksanakan 
sebagian tugas Bagian Pemerintahan di bidang pengwnpulan dan 
penyusunan bahan pembinaan koordinasi Perangkat Daerah dalam 
penyelcnggaraan pemerintahan, serta mengumpulkan bahan, menganalisa 
data dan memberikan pertimbangan dalarn rangka pembinaan Perangkat 
Daerah. 



Pasal l l 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
to Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai rincian 
tugas sebagai berikut : 

a. Melakukan sinkronisasl dan korelasi kerja dengan Sub Bagian 
lainnya dilingkuugan Bagian Pemerintahan dalam rangka 
penyusunan program kerja Sub Bagian Perangkat Daerah untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Perangkat Daerah dan menyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

e. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan koordinasi 
Perangkat Daerah dalam penyelenggarnan pemerintahan; 

d. Mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan 
pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat daerah; 

e. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Perangkat Daerah agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

f. Membagi habis tugas Sub Bagian Perangkat Daerah kepada 
aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

g. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam perryusunan program lebih lanjut; 

h. Mengevaluasi basil pelaksanan tugas bawahan; 

1. Melaksanakan tugas kedinasan Iainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pasal12 

Kepala Sub Bagian Kewenangan Otonomi Daerah 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Kewenangan Otonomi Daerah adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pcmerintahan di hidang 
pengumpulan bahan dan penganalisaan data tentang pelaksanan 
kewenangan otonomi daerah, pe1aksanaan monitoring dan evaluasi serta 
mernberikan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 

Pasal 13 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
12 Peraturan ini. Kepala Sub Bagian Kewenangan Otonomi Daerah 
mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 Melakukan sinkronisasi dan kore1asi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Pemerintahan dalam rangka penyusunan program 
kerja Sub Bagian Kewenangan Otonomi Daerah untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Kewenangan Otonomi Daerah dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 Mengumpulkan dan menganalisa data tentang pelaksanaan 
kewenangan otonomi daerah; 

d.	 Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi serta memberikan 
pertimbangan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah; 
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e. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Kewenangan Otonomi Daerab agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

f. Membagi habis tugas Sub Bagian Kewenangan Otonomi Daerah 
kepada Aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya agar 
setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing­
masing; 

g. Mengumpulkan, menghirupun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

b. Mengevaluasi hasil pelaksanan tugas bawahan; 

1.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pasa114 

Kepala Sub Bagian Pertanahan 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pertanahan adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Pemerintahan di bidang penghimpunan bahan data, 
penganalisaan dan memberikan pertimbangan dalam rangka penyelesaian 
permasalahan tanah, serta penetapan batas daerah dan batas kecamatan. 

Pasa115 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
14 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Pertanahan mempunyai rincian tugas 
sebagai berikut : 

a.	 Melakukan sinkronisasi dan korelasi keria dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Pemcrintahan dalam rangka penyusunan program 
kerja Sub Bagian Pertanahan untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 Menginvenlarisasi permasalahan-permasalahan yang berbubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Pertanaban dan menyusun bahan 
untuk pemecahan masalahrrya; 

c.	 Menghimpun bahan dan data, menganalisa dan memberikan 
pertiinbangan dalam rangka penyelesaian permasalahan tanah dan 
pengadaan tanah; 

d.	 Menghimpun bahan dan data, menganalisa dan memberikan 
pertimbangan dalam rangka penetapan batas daerah dan batas 
kecamatan; 

e.	 Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Pertanahan agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

f.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Pertanaban kepada Aparatur Non 
Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggungjawabnya masing-ruasing; 

g.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebib Ianjut; 

h.	 Mcngevaluasi basil pelaksanan tugas bawahan; 
1.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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I'asal 16 

Kepela Sub Bagian Pengembangan Daerah dan Perkotaan 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pengemhangan Daerah dan Perkotaan 
adalah meLaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan di bidang 
pengumpulan bahan dan menyusun reneana program maupun petunjuk 
teknis pembinaan sarana fisik perkotaan, mengumpulkan dan menyusun 
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengemhangan dacrah. 

Pasal ]7 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
16 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Pengemhangan Daerah dan Perkotaan 
mempunyai rineian tugas sebagai berikut : 

8. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Peruerintahan dalam rangka penyusunan program 
kerja Sub Bagian Pengembangan Daerah dan Perkotaan untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Pengembangan Daerah dan Perkotaan 
dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

e. Mengumpulkan dan menyusun reneana program maupun 
teknis pembinaan sarana dan prasarana Fisik Perkotaan; 

petunjuk 

d. Mengumpulkan bahan dan menyusun Pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan pengembangan daerah; 

e. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Pengembangan Daerah dan 
Perkotaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan 
berhasilguna; 

f. Membagi habis tugas Sub Bagian Pengembangan Daerah dan 
Perkotaan kepada Aparatur Non Struktural Umum sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing: 

g. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program Iebih lanjut; 

h. Mengevaluasi hasil pelaksanan tugas bawahan; 
1. Me1aksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Keempat
 

Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Ke1urahan
 

Pasa] 18
 

Tugas pokok Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan adalah 
melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis penye1enggaraan 
tara pemerintahan desa Jan kelurahan, pembinaan adrninistrasi desa dan 
kelurahan, pengembangan desa/kelurahan dan lembaga desa/keluraban, 
serta pernbinaan keuangan, kekayaan dan pendapatan desa. 
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Pasal 19 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 
18 Peraturnn ini, Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kclurahan 
mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan dibidang 
Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka pencapaian tujuan 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bagian; 

b. Mcmpelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

c. 

d. 

Mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk 
tcknis pe1aksanaan koordinasi Perangkat Daerab dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan; 
Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan 
petunjuk teknis Pengelolaan admirristrasi desa dan kelurahan; 

e. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pcdoman dan petunjuk 
teknis pembinaan pengembangan dcsa dan kelurahan, serta 
pelaksanaan pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan; 

f. Mempersiapkan dan melaksanakan pedoman dan 
pembinaan keuangan, kekayaan dan pendapatan desa; 

petunjuk teknis 

g. Membagi habis tugas kedinasan pada Bagian Pemerintahan Desa dan 
Kelurahan dibidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar 
setiap aparatur yang berada dilingkungan Bagian Pemerintahan Desa 
dan Kelurahan mempunyai dan memahami beban tugas dan 
tanggungjawabnya masing-masing; 

h. Memberikan petunjuk teknis dan pengarahan scrta bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

1.	 Memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akan diambil dibidang Pemerintahan Desa 
dan Kelurahan; 

J.	 Merrilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari 
bawahan: 

k.	 Membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; 

I.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelanearan pelaksanaan tugas. 

Pasal20 

Kepala Sub Bagian Perangkat Desa dan Kelutahan 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perangkat Desa dan Kelurahan adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan di 
bidang pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan koordinasi 
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta 
mengumpulkan bahan, menganalisa data dan memberikan pertimbangan 
dalam rangka pembinaan Perangkat Daerah. 
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Pasal21 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
20 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Perangkat Desa dan Kelurahan 
mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian Jainnya 
dilingkungan Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka 
penyusunan program kerja Sub Bagian Perangkar Desa dan Kelurahan 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. Menginventarisasi permasalahan-pertnasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Perangkat Desa dan Kelurahan dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. Mengumpulkan bahan dan menyusWl pedoman dan petunjuk teknis 
bahan pembinaan Perangkat Desa dan Kelurahan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangnnan dan 
kemasyarakatan; 

d. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan mengenai tara cara 
penyelenggaraan pemilihan, pengesahan, pengangkatan, 
pemberhentian sementara dan pemberhentian Kcpala desa/kelurahan; 

e. Mempersiapkan dan mengolah bahaa-bahan mengenai pembinaan tata 
cara pengambilan sumpahljanji dan pelantikan Kepala Desa/Kepala 
Kelurahan; 

f. Mempersiapkan dan mengo lah bahan-bahan mengenai pembinaan tata 
earn pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian 
Kepala Desa/Kepala Kelurahan; 

g. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan mengenai pcmbinaan 
tentang hak, wewenang dan kewajiban Kepala DesaIKepala Kelurahan; 

h. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Perangkat Desa dan Kelurahan agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

1.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Perangkat Desa dan Kelurahan 
kepada Aparatur Non Struktural Umurn sehagai bawahannya agar 
setiap personil memaham..i tugas dan tanggung jawabnya masing­
masmg; 

j.	 Mengumpulkan, menghimpun dan rnenyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalarn penyusunan program lebih lanjut; 

k. Mengevaluasi basil pelaksanan tugas bawahan;
 

L Melaksanakan rugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
 

Pasal22 

Kepala Sub Bagian Administrasi Desa danKelurahan 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Administrasi Desa dan Kelurahan udalah 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pcmerintahan Desa dan Kelurahan di 
bidang pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan koordinasi 
Perangkat Daerah dalarn penyelenggaraan Pemerintahan, serta 
mengumpulkan bahan, menganalisa data dan mernberikan pertirnbangan 
dalam rangka pembinaan Perangkat Daerah. 
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Pasal23 

Untuk menye1enggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
22 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Administrasi Desa dan Kelurahan 
mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka 
penyusunan program kerja Sub Bagian Administrasi Desa dan 
Kelurahan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berbubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Administrasi Desa dan Kelurahan dan 
menyusun bahan untuk pemeeaban masalahnya; 

e.	 Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman tam penye1enggaraan 
administrasi desa dan kelurahan; 

d.	 Mengumpulkan bahan penyusnnan petunjuk teknis tata cara 
penyelenggaraan administrasi desa dan kelurahan; 

e.	 Mclaksanakan monitoring atas penyelenggaraan administrasi desa; 

f.	 Melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa dan 
kelurahan; 

g.	 Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umurn dilingkungan Sub Bagian Administrasi Desa dan Kelurahan 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

h.	 Membagi babis tugas Sub Bagian Administrasi Desa dan Kelurahan 
kepada Aparatur Non Struktural Umurn sebagai bawahannya agar 
setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing­
masmg; 

1.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada 
at.asan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut.; 

j,	 Mcngevaluasi basil pelaksanan tugas bawahan; 

k.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pasal24 

Kepala Sub Bagian Pengembangan Desa/Keluruhan 

dan Lcmbaga Dese/Kelurahan 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pengembangan DesaIKelurahan Dan 
Lembaga Desa/Kelurahan adalah melaksanakan sebagian tugas Bagian 
Pemerint.ahan Desa dan Kelurahan di bidang pengumpulan bahan dan 
Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan desalkelurahan 
dan lembaga desalkelurahan. 

Pasal25 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
24 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Pengembangan DesaIKelurahan dan 
Lembaga Dcsa/Kelurahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 Melakukan sinkronnisasi dan kolcrasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Pemerintahan Desa/Kclurahan dalam rangka 
penyusunan program kerja Sub Bagian Pengembangan Desa/Kelurahan 
dan Lembaga DesaIKelurnhan untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan pekerjaan; 
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b.	 Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Pengernbangan DesaIKelurahan dan 
Lembaga Desa/Kelurahan dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c.	 Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan dalam rangka 
pembentukan rukun tetangga, rukun warga dan dusun/lingkungan; 

d.	 Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan dalam rangka 
pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa: 

e.	 Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan dalam rangka penetapan 
batas dan pemetaan wilayah desa dan kelurahan; 

f.	 Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan dalam rangka pembinaan 
desa dan kelurahan; 

g.	 Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan dalam rangka pembinaan 
lembaga serta adat istiadat wilayah desa dan kelurahan; 

h.	 Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Pengembangan DesaIKelurahan dan 
Lembaga Desa/Kelurahan agar dapat melaksanakan togas secara 
berdayaguna dan berhasilguna; 

1.	 Membagi habis togas Sub Bagian Pengembangan DesaIKelurahan dan 
Lembaga DesalKelurahan kepada Aparatur Non Struktural Umum 
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggungjawabnya masing-masing; 

J.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan togas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

k.	 Mengevaluasi hasil pelaksanan tugas bawahan; 

I.	 Melaksanakan togas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

PasaL 26 

Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Dcsa 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan di 
bidang pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pengelolaan dan peningkatan sumber pendapatan dan kekayaan desa 

Pasal27 

Untuk menyelenggarakan togas pokok sebagaimana dirnaksud pada Pasal 
26 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa 
mempunyai rincian togas sebagai berikut : 

a.	 Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Pemerintahan Dcsa dan Kelurahan dalam rangka 
penyusunan program kerja Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa dan 
menyusun bahan untuk peruecahan masalahnya; 

c.	 Mcngumpulkan dan mengolah bahan pembinaan dan petunjuk te.knis 
pengeJolaan dan peningkatan sumbcr pendapatan desa; 

d.	 Merupersiapkan dan mengolah bahan pembinaan dan petunjuk teknis 
pengelolaan dan peningkatan kekayaan desa; 
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e. Mempersiapkan dan mengolah bahan pembinaan dan petunjuk teknis 
pengelolaan dan peningkatan Keuangan Desa; 

f. Mempersiapkan dan mengolah bahan pembinaan dan petunjuk teknis 
pengolahan dan peningkatan kekayaan dan pendapatan desa serta 
keuangan desa; 

g. Mengevaluasi laporan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan 
peningkatan swn ber kekayaan dan pendapatan desa _serta keuangan 
desa; 

h. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa agar 
dapat melaksanakan tugas seeara berdayaguna dan berhasilguna; 

1.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Dcsa 
kepada Aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya agar 
setiap persortil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing­
masing; 

J.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan togas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program Iebih Ianjut; 

k.	 Mengevaluasi hasil pelaksanan tugas bawahan; 
1.	 Melaksanakan tugas kedinasen lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Kclima
 

Kepala Bagian Hukum
 

Pasal28
 

Tugas pokok Kepala Bagian Hukum adalah melaksanakan penyusunan 
Pedoman dan petunjuk teknis pengkoordinasian perumusan dan penyiapan 
bahan Raneangan Peraturan Daerah, Keputusan dan Peraturan Bupati, 
Penelaahan dan Pengevaluasian pelaksanaan Peraturan Perundang­
undangan, rnelaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 
memberikan penyuluhan hukum kepada aparatur dan masyarakat, 
memberikan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur 
Pemerintah Oaerah, serta pembinan, penyimpanan, penyebarluasan dan 
pendokumentasian produk hukum yang telah di terbitkan. 

Pasal29 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 
28 Peraturan ini, Kepala Bagian Hukum mempunyai rineian tugas sebagai 
berikut : 

a.	 Mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebij akan dibidang 
Hukum dalam rangka peneapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok 
dan fungsi Bagian; 

b.	 Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan bidang Hukum sebagai aeuan dalam pelaksanaan tugas; 

e.	 Mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk 
teknis pengkoordinasian perumusan dan penyiapan bahan Rancangan 
Peraturan Daerah, Keputusan dan Peraturan Bupati, Penelaahan dan 
Pengevaluasian pelaksanaan Pcraturan Perundang-undangan; 

d.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan 
petunjuk teknis pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada 
apararur dan masyarakat, memberikan pertimbengan dan bantuan 
hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum 
yang timbuJ dalam pelaksanaan tugas; 
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e.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan 
petunjuk teknis pembinaan penyimpanan, penyebarluasan dan 
pendokumentasian produk: hukum yang diterbitkan; 

f.	 Membagi habis togas kedinasan pada Bagian Hukum dibidang teknis 
dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada 
dilingkungan Bagian Hukum mempunyai dan memahami beban togas 
dan tanggungjawabnya masing-masing; 

g.	 Memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

h.	 Memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkab­
Iangkah dan kebijakan yang akan diambil dibidang Hukum; 

1.	 Menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari 
bawahan; 

.1- Membuat Iaporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih Ianjut; 

k.	 Me1aksanakan togas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal30 

Kepala Sub Bagian Penmdang-undangan 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perundang-undangan adalab 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan di bidang 
pengumpulan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian perumusan dan penyiapan bahan rancangan Peraturan 
Daerah, Keputusan dan Peraturan Bupati, Penelaahan, Pengevaluasian dan 
Sosialisasi pelaksanaan Peraturan Peundang-undangan. 

Pasal3l 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
30 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai 
rincian tugas sebagai berikut : 

a	 Me1akukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian 
lainnya dilingkungan Bagian Hukum dalam rangka penyusunan 
program kerja Sub Bagian Perundang-undangan untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhuhungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Perundang-undangan dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoruan dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian perumusan rancangan Peraturan Daerah, 
Keputusan dan Peraturan Bupati; 

d.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk: teknis 
penelaahan dan pengevaluasian serta sosialisasi pelaksanaan 
Peraturan Perundang-undangan; 

e.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan pctunjuk teknis 
penyiapan bahan Rancangan Peraturan Daerah; 

f.	 Memimpm, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Perundang-undangan agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 
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g. Membagi habis tugas Sub Bagian Perundang-undangan kepada 
Aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya agara setiap 
personil memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

h. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan unruk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

I. Mengevaluasi hasil pelaksanan tugas bawahan; 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

Pasal32 

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Hukum di bidang pengumpulan dan penyusunan 
pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan hukum kepada 
aparatur dan masyarakat, pembinaan keluarga sadar hukum (Kadarkum} 
serta memberikan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur 
pemerintah daerah etas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan 
togas. 

Pasal33 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
32 Peraturan ini, Kepala Sub Bantuan Hukum mempunyai rincian tugas 
sebagai berikut : 

a	 Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Bantuan Hukum dalam rangka penyusunan 
program kerja Sub Bagian Bantuan Hukum untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Bantuan Hukum dan menyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 Mengumpulkan bahan penyusunan pedornan dan petunjuk teknis 
pelaksanaan penyuluhan hukum pada aparatur; 

d.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunj uk 
teknis pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat; 

e.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum 
kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang 
timbnl dalam pelaksanaan tugas; 

f.	 Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Apararur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Bantuan Hukum agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

g.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Bantuan Hokum kepada Aparatur 
Non Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

h.	 Mengumpulkan, mcnghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuar laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan pr-ogram lebih lanjut; 

I.	 Mengevaluasi hasil pelaksanan tugas bawahan; 

J.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Pasal34 

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hokum 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum adalah 
rnelaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum di bidang pengwn~ulan 
bahan dan Penyusunan pedoman dan petunjuk t~knis pembmaa~ 
penyimpanan, penyebarluasan jaringan Dokum~tasl. dan Informasi 
Hukum dan pendokumentasian prodak hokum yang diterbitkan. 

Pasal35 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dlmaksud pada Pasal 
34 Peraruran ini, Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum rnernpunyai 
rineian tugas sebagai berikut : 

a	 Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Hukurn dalam rangka penyusunan program kerja 
Sub Bagian Dokumentasi Hukurn untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tuges Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan menyusun 
baban untuk pemecahan masalabnya; 

c.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan, penyimpanan produk hukum yang diterbitkan; 

d.	 Mempersiapkan dan meLaksanakan penyusunaan pedoman dan 
petunjuk teknis pembinaan penyebarluasan Jaringan Dokumentasi dan 
informasi hukum; , , , 

e.	 Mernpersiapkan dan melaksanakan pcnyusunaan pedoman dan 
petunjuk teknis pembinaan pendokumentasian produk hukum yang 
diterbitkan 

f Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
.t f Umum dilingkungan Sub Bagian Dokumentasi Hukum agar dapat 

melaksanakan togas seeata berdayaguna dan berhasilguna; 

g.	 Membagi babis togas Sub Bagian Dokumentasi Hukum kepada 
Aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap 
persontl tnemahami tugas dan tanggiing jawebnya masing-masing; 

h.	 Mengumpulkan, mengbimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk mcmbuat lajorari pelaksanaan togas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

1.	 Mengevaluasi hasil pelaksanan tugas bawahan; 

J.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Keenam 

Asisten Ekonomi.Pembangunan dan Kemasyarakatan 

Pasal36 

Tugas pokok Asisten Ekonorni.Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah 
mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan pembinaan perekonomian 
dalam produksi daerah, penyusunan dan pembinaan program kerja 
pembangunan daerah, pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan sosial 
dan keagamaan, pembinaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, 
serta membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan tugas Pemerintahan 
dan Pelayanan Administrasi kepada Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal di daerah yang menangani bidang Kesehatan, Pekerjaan Umum, 
Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan, Pertambangan dan Energi, 
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dan Energi, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan, Petemakan, 
Perikanan dan Kelautan, Koperasi dan Penanaman Modal Pariwisata, Seni 
dan Budaya, Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum 
Kalianda, Informasi dan Penyuluhan Pertanian. Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jasa, Bidang 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga serta Bidang Agama. 

Pasal37 

Untuk menyelenggarakan togas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 
36 Peraturan ini. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan 
mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian pcrencanaan, peningkatan, pemberdayaan, 
pengembangan dan optimalisasi sarana/prasarana perekonomian 
daerah, scrta melaksanakan koordinasi pelayanan kepada investor dan 
instansi terkait dalam rangka pembangunan sarana/prasarana 
perekonomian daerah dan perekonomian rakyat; 

b. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian, inventarisasi, penggalian sumber daya, peningkatan 
dan penganekaragaman produksi dacrah guna mengoptimalisasikan 
pembangunan daerah seeara keseluruhan; 

c.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan potensi daerah, 
inventarisasi pengeLolaan data dan infonnasi serta fasilitas berbagai 
potensi daerah yang ada guna menumbuhkembangkan dunia usaha 
dalarn rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

d.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
dibidang penyusunan dan pembinaan program kerja pembangunan 
daerah; 

e.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan pengendalian pclaksanaan pembangunan daerah; 

f.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pemantauan, pengevaLuasian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan 
daerah; 

g.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan keagamaan 
dan kerohanian serta pcmbinaan kerukunan beragama; 

h.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunj uk teknis 
pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kcgiatan pendidikan dan 
kebudayaan, pemuda dan olahraga; 

i.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan pengkoordinasian peLaksanaan usaha-usaha 
perringkatan kesejuhteraan social dan kesehatan masyarakat; 

J.	 Mcngkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pcmbinaan dan peningkatan sarana organisasi wanita dalam 
pembangunan; 

1.	 Mengkoordinaeikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif 
perempuan dalam kegiatan sosial budaya, ekonomi dan 
kemasyarakatan; 
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1.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan penyuluhan dan pemberian perlindungan terhadap hak­
hak perempuan serta pemberian pelatihan dan keterampilan pada 
perempuan dalam rangka kesetaraan gender; 

m.	 Melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan administratife 
kepada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah yang 
menangani bidang kesehatan Pekerjaan Umum, Pendidikan, 
Perhubungan, Perindustrian dan Perdangangan, Pertambangan dan 
Energi, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan, Petemakan, 
Perikanan dan Kelautan, Koperasi dan Penanaman Modal Pariwisata, 
Seni dan Budaya, Pereneanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakir 
Umum Kalianda. Informasi dan PenyuLuhan Pertanian, Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 
Jasa, Bidang Keluerga Bereneana dan Pemberdayaan KeLuarga serta 
Bidang Agama; 

D.	 Memberikan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang 
pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas; 

o.	 Memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kehijakan yang akan diambil dibidang Perekonomian, 
Pembangunan, Bina Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan.; 

p.	 Menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pe1aksanaan tugas dari 
bawahan; 

q.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Ketujuh 

Kepala Bagian Perekonomian 

Pasal38 

Tugas pokok Kepala Bagian Perekonomian adalah mempersiapkan dan 
melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pcmbinaan, 
pelayanan dan monitoring perkembangan dibidang sarana prasarana 
perekonomian daerah, pembinaan perekonomian rakyat, pembinaan 
pengembangan potensi daerah, serta mclaksanakan pembinaan, 
pengawasan, dan pengendalian kegiatan kemasyarakatan dibidang usaha 
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan produksi 
daerah. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
38 Peraturan ini,Kepala Bagian Perekonomian mempunyai rincian tugas 
sebagai berikut : 

a.	 Mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan dibidang 
Perekonomian dalarn rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi Bagian; 

b.	 Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan bidang Perekonomian sebagai aeuan dalam pelaksanaan tugas; 

c.	 Mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk 
teknis pengkoordinasian perencanaan, peningkatan, pemberdayan, 
pengembangan dan optimalisasi sarana/prasarana perekonomian 
daerah serta rnengutamakan kcordinasi pelayanan kepada investor dan 
instansi terkait dalarn rangka pembangunan sarana/prasarana 
perekonomian daerah dan perekonomian rakyat; 
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d.	 Mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk 
teknis pengkoordinasian, Inventarisasi, penggalian sumber daya, 
peningkatan dan penganekaragaman produksi daerah guna 
mengoptimalisasikan pembangunan daerah secara keseluruhan. 

e.	 Mempersiapkan dan melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis 
pengorganisasian pembinaan dan pengembangan potensi daerah, 
inventarisasi pengeLolaan data dan informasi serta fasilitas berbagai 
potensi daerah yang ada guna menumbuhkembangkan duma usaha 
dalarn rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

f.	 Membagi habis rugas kedinasan pada Bagian Perekonomian dibidang 
teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang 
berada dilingkungan Bagian Perekonotnian mempunyai dan 
memahami beban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

g.	 Memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

h.	 Memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akan diambil dibidang Perekonomian: 

I.	 Menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari 
bawahan; 

J.	 Membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; 

k.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal40 

Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian di bidang 
pengumpulan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian perencanaan, peningktan, pemberdayaan, 
pengembangan dan optimalisasi sarana/prasarana perekcnomian daerah, 
serta malaksanakan koordinasi pelayanan kepada investor dan instansi 
tcrkait dalam rangka pembangunan sarana/prasarana perekonomian daerah 
dan perekonomian rakyat. 

Pasal41 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
40 Peraturan ini, Kepala Sub Sarana Perekonomian inempunyai rineian 
tugas sebagai berikut : 

a.	 Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Sarana Perekonomian dalam rangka penyusunan 
program kerja Sub Bagian Sarana Perekonomian untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan: 

b.	 Menginventarisasi perrnasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Sarana Perekonomian dan menyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pengkocrdinasian perencanan peningkatan, pemberdayan, 
pengernbangan dan pepgoptimalisasi sarana/prasarana perekonomian 
daerah; 
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d.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pengkoordinasian pelayanan kepada investor dan instansi terkait 
dalam rangka pembangunan sarana/prasarana perekonomian rakyat; 

e.	 Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Sarana Perekonomian agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berbasilguna; 

f.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Sarana Perekonomian kepada 
Aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

g.	 Mengurnpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program Iebih Ianjut; 

h.	 Mengevaluasi basil pelaksanan tugas bawahan; 

1.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pasa142 

Kepala Sub Bagian Produksi Daerab 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Produksi Daerah adalah melaksenakan 
sebagian tugas Bagian Perekonomian di bidang pengumpulan 
pcngumpulan dan Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian inventarisasi, penggalian swnber daya, peningkatan dan 
penganekaragaman produksi daerah guna mengoptimalisasikan 
pembangunan daerah secara keseluruhan serta pelaksanaan evaluasi dan 
monitoring perkembangan produksi daerah. 

Pasal43 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
42 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Produksi Daerah mempunyai rincian 
tugas sebegai berikut : 

a Melakukan sinkronisasi dan korclasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Perekonomian dalam rangka penyusunan 
program kerja Sub Bagian Produksi Daerah untuk dijadikan pedoman 
dalam peJaksanaan pekerjaan: 

b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Produksi Daerah dan menyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunj uk teknis 
pengkoordinasian, inventarisasi, penggalian surnbcr daya, peningkatan 
dan penganekaragaman produksi daerah guna mengoptimalisasikan 
pembangunan daerah sccara keseluruhan; 

d. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap perkernbangan produksi 
daerah maupun berkaitan erat dengan perekonomian daerah; 

e. Memirnpin, mengarahkan dan rnemotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Produksi Daerah agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

f. Membagi habis togas Sub Bagian Sarana Perekonomian kepada 
Aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 
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g.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dan bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalarn penyusunan program Iebih Lanjut; 

h.	 Mengevaluasi hasil pelaksanan tugas bawahan; 

1.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pasal44 

Kepala Sub Bagiao Pengembangan Potensi Daerah 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerab adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian di bidang 
pengumpulan dan Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan potensi daerah, 
inventarisasi pengolahan data dan informasi serta fasilitas berbagai potensi 
daerah yang ada guna menumbuhkembangkan dunia usaha dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pasa145 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
44 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah 
mempunyai rineian tugas sebagai berikut : 

a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian Iainnya 
dilingkungan Bagian Perekonomian dalam rangka penyusunan 
program kerja Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. Menginventarisasi permasalahan-pertnasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah dan 
menyusun bahan untuk pemeeahan masalahnya; 

e. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian, pembinaan dan pengembangan potensi daerah 
dengan instansi teknis terkait guna menumbuhkembangkan dunia 
usaha, serta pelaksanaan sosialisasi mengenai potcnsi daerah guna 
menarik investor untuk menanam modalnya di Larnpung Selatan; 

d. Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan pedoman dan 
petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi data dan informasi, evaluasi 
dan monitoring berbagai potensi daerah dalam rangka perencanaan 
program peningkatan pctensi daerah; 

e. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyaluran barang, harga dan 
kondisi sembako dipasaran untuk menumbuhkembangkan 
perekonomian rakyat dengan menekan adanya gejolak kenaikan harga; 

f. Mengurnpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan regristrasi rnengenai masalah masyarakat miskin se 
Kabupaten Lampung Selatan guna penetapkan mengenai 
pendistrihusian subsidi beras Raskin dalam rangka pengentasan 
kemiskinan ill sektor pangan; 

g. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah agar 
dapat melaksanakan tugas seeara berdayaguna dan berhasilguna; 

h. Membagi habis tugas Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah 
kepada Aparatur Non Struktural Umurn sebagai bawahannya agar 
seti~p personil memaharni tugas dan tanggung jawabnya masing­
masmg; 
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r.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dan bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program Iebih lanjut; 

J.	 Mengevaluasi hasil pelaksanan tugas bawahan; 

k.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Kedelapan 

Kepala Bagian Pembangunan 

Pasal46 

Tugas pokok Kepala Bagian Pembangunan adaJah mempersiapkan dan 
melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang 
penyusunan dan pembinaan program kerja pembangunan daerah, 
pembinaan dan pengendalian pelaksanan pembangunan daerah serta 
penyiapan dan pelaksanaan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan program kerja pembangunan daerah. 

Pasa147 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
46 Peraturan ini, Kepala Bagian Pembangunan mempunyai rincian tugas 
sebagai berikut : 

a.	 Mernpersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan dibidang 
Pembangunan dalam rangka pcncapaian tujuan penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi Bagian; 

b.	 Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan bidang Pembangunan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

c.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis dibidang penyusunan dan pembinaan program kerja 
pembangunan daerah; 

d.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan 
petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian pelaksanaan 
pembangunan derah; 

e.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan dan petunjuk teknis 
dan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program 
kerja pembangunan daerah; 

f.	 Membagi habis tugas kedinasan pada Bagian Pembangunan dibidang 
teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang 
berada dilingkungan Bagian Pembangunan mempunyai dan memahami 
beban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

g.	 Memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

h.	 Memberikan usuJan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang alan diambil dibidang Pembangunan; 

1.	 Menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari 
bawahan; 

J.	 Membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; 

k.	 Melaksanakan tugas kcdinasan lainnya yang diberikan olch atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Pasal48
 

Kepala Sub Bagian Program
 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Program adalah melaksanakan sebagian 
tugas Bagian Pembangunan di bidang pengumpulan dan penyusunan 
pedoman dan petunj uk teknis pengkoordinasian penyusunan pedoman dan 
petunjuk teknis pengkoordinasian penyusunan dan pembinaan program 
kerja pembangunan daerah. 

Pasal49 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada Pasal 
48 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Program inempurryai rincian tugas 
sebagai berikut : 

a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian pembangunan dalam rangka penyusunan program 
kerja Sub Bagian pembangunan untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan pekerjaan; 

b. Menginventarisasi permasalaban-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Program dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

c. Mengurnpul dan menyusun pengolahan data dan informasi, serta 
mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang­
undangan yang berhubungan dengan penyusunan program 
pembangunan daerah; 

d. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang 
penyusunan program pembangunan daerah; 

e. Mengumpulkan dan menyusun 
penyiapan bahan-bahan dalam 
pembangunan daerah; 

pedoman dan petunjuk teknis 
rangka pembinaan administrasi 

f. Mengumpulkan dan menyusun pedornan dan petunjuk teknis penelitian 
DIPDA yang telah disusun oleh Pimpinan Proyek serta menyiapkan 
baban dalam rangka pencrbitan DlPDA; 

g. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
lJmum dilingkungan Sub Bagian Program agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

b. Membagi habis tugas Sub Bagian Program kepada Aparatur NOD 

Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

I.	 Meugumpuikan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut: 

J.	 Mengevaluasi hasi Ipelaksanan tugas bawahan; 

k.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diherikan oleh atasan. 

Pasal50 

Kepala Sub Bagian Pengendalian 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pengendalian adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Pembangunan di bidang pengurnpulan dan 
Penyusunan pedornan dan petunjuk teknis pernbinaan dan pengendalian 
pelaksanan pembangunan dacrah. 
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Pasal 51 

Uotuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
50 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Pengendalian mempunyai rineian 
tugas sebagai berikut : 

a.	 Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Pembangurum dalam rangka penyusunan program 
kerja Sub Bagian Pengendalian untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang bcrhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Pengendalian dan menyusun bahan 
unruk pemecahan masalahnya; 

c. Mengumpulkan dan menyusun pedoman 
pembinaan peLaksanan pembangunan daerah; 

dan petunjuk teknis 

d. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan 
pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah; 

petunjuk teknis 

e. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Pengendalian agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

f. Membagi habis togas Sub Bagian Pengendalian kepada Aparatur Non 
Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggungjawahnya masing-masing; 

g. Mengumpulkan, mcnghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

h. Mengevaluasi hasil pelaksanan tugas bawahan; 

1.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pas.IS2 

Kepala Sub Bagian Evaluas i dan Pelaporan 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan di bidang 
pcngumpulan dan Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mernantau, 
pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. 

Pas.IS3 

U otuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
52 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Daerah 
mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a	 Melakukan sinkronisasi dan korclasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bngian Pembangunan dalam rangka penyusunan program 
kerja Sub Bagian Evaluasl dan Pelaporan untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 Menginventarisasi perrnasalahan-pcrmasalahan yang berbubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan 
menyusun bahan untuk pemecaban masalahnya; 

c.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan pctunjuk teknis 
pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah; 

d.	 Mengurnpu%iW dan menyusun pedoman dan petunjuk tcknis 
pengevaluasign pelaksanan pembangunan daerah; 
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e. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaporan 
pelaksanan pembangunan daerah; 

f. Umum dilingkungan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan agar dapat 
melaksanakan togas seeara berdayaguna dan berhasilguna; 

g. Membagi habis tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan kepada 
Aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami togas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

h. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
etasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

I.	 Mengevaluasi basil pelaksanan tugas bawahan; 

J.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Kesembilan
 

Kepala Bagien Billa Sosial
 

Pasal54
 

Tugas pokok Kepala Bagian Bina Sosial adalah mempersiapkan 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan melaksanakan 
pengkoordinasian penyusunan program kegiatan di bidang keagamaan, 
pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga, serta merringkatkan 
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 

Pasal55 

Untuk menyelenggarakan togas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
54 Peraturan Ini, Kepala Bagian Bina Sosial mempunyai rineian tugas 
sebagai berikut : 

a.	 Mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan dibidang 
Bina Sosial dalarn rangka peneapaian tujuan penyelenggaraan togas 
pokok dan fungsi Bagian; 

b.	 Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan bidang Bina Soslal sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

c.	 Mempersiapkan dan mclaksanakan penyusunan pedornan dan petunjuk 
teknis pembinaan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan keagamaan 
dan kerohenian serta pembinaan kcrukunan beragama; 

d.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan 
pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olehraga; 

e.	 Mcmpersiapkan dan rnelaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan usaha-usaba 
peningkatan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat; 

f	 Membagi habis tugas kedinasan pada Bagian Bina Sosial dibidang 
teknis dan admirristrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang 
berada dilingkungan Bagian Bina Sosial mempunyai dan meruahami 
beban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

g.	 Memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimhingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 Memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akan diambil dibidang Bina Sosia! ; 
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I.	 Menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari 
bawahan; 

[.	 Membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; 

k.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal56 

Kepala Sub Bagian Agama 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Agama adalah melaksanakan sebagian 
tugas Bagian Bina Sosial di bidang pengumpulan dan penyusunan 
pedoman dan petunjuk teknis pengkoordinasian Pelaksanaan kegiatan 
dibidang keagarnaan. 

PasalS7 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana climaksud pada Pasal 
56 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Agama mempunyai rineian tugas 
sebagai berikut : 

a Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Bina Sosial dalam rangka penyusunan program 
kerja Sub Bagian Agama untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
pekerjaan; 

b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang togas Sub Bagian Agama dan mcnyusun bahan untuk 
pemccahan masalahnya; 

c. Mengumpul dan menyusun 
pengkoordinasian pelaksanaan 
Kcrukunan Beragama; 

pedoman dan 
kegiatan dibidang 

petunjuk teknis 
perwujudan Tri 

d. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pengorganisasian pelaksanaan kegiatan dibidang musabaqoh tilawafil 
Qur'an, sesuai dengan program lembaga pengembangan tilawatil 
Qur'an; 

e. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan 
pengorganisasian pelaksanaan kegiatan dibidang 
Urusan Haji; 

petunjuk teknis 
penyelcnggaraan 

f. Mengumpulkan dan menyusun pedoman 
pertyelcnggaraan han-han hcsar Islam; 

dan petuojuk teknis 

g. Memimpin, mengarahkan dan mernotivesi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Agama agar dapat melaksanakan 
togas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

h. Membagi habis tugas Sub Bagian Agama kepada Aparatur Non 
Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan taoggung jawabnya masing-masing; 

L Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

J. Mengevaluasi hasil pelaksanan togas bawahan; 

k. Melaksanakan togas kedinasan lainnya yang diberikan o1chatasan. 
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Pasal5S
 

Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan,
 

Pemuda dan Olahraga
 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda 
dan Olahraga adalah melaksanakan sebagian tugas Bagian Bina Sosial di 
bidang pengumpulan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan pengendalian pelaksanan pembangunan daerah. 

Pasal59 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
58 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Pemuda dan OLahraga rnempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a Melakukan sinkronisasi dan korclasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
diJingkungan Bagian Bina Sosial dalam rangka penyusunan program 
kerja Sub Bagian Pendidikan dan Kehudayaan, Pemuda dan Olahraga 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. Menginventarisasi permasalahan-pennasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda 
dan Olahraga dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk tcknis 
pengkoordinasian pelaksanan program Pendidikan Bangsa dalam usaha 
mencerdaskan bangsa/masyarakat; 

d. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian usaha-usaha pelestarian kebudayaan 
tradisional/daerah maupun kcbudayaan lain guna memperkaya 
kebudayaan Nasional; 

e. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian Penyelenggaraan Han-han Besar Nasional, Seperti 
Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Hari Aksara Nasional, Hari 
Anak Nasional, Han Sumpah Pemuda serta Hari Olahraga Nasional; 

f. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian kegiatan generasi muda dalam pernbangunan Bangsa 
baik kegiatan yang teleh diprogramkan oleh Pcmerintah maupun oleh 
Organisasi Kepemudaan; 

g. Mengumpulkan dan menyusun pedornan dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian pelaksanaan program rnernasyarakatan Olahraga dan 
mengolahragakan masyarakat guna terciptan ya kesegaran jasmani 
maupun rohani; 

h. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum di Lingkungan Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Pemuda dan olahraga agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdayaguna dan berhasilguna; 

I.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Pemuda dan Olahraga kepada Apararur Non Struktural Umum sebagai 
bawahannya agar setiap persorril memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 
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).	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

k.	 Mengevaluasi hasil pelaksanan tugas bawahan; 

1.	 Melaksanakan togas kedinasan lainnya yang diberikan oJeh atasan. 

Pasal60 

Kepala Sub Bagian Sosial 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Sosial adalah melaksanakan sebagian 
tugas Bagian Bina Sosial di bidang pengwnpulan dan penyusunan 
pedoman dan petunjuk teknis pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan 
dibidang sosial kemasyarakatan. 

Pasal 61 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
60 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Sosial Daerah mempunyai rincian 
tugas sebagai berikut : 

3.	 Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Bina Sosial dalam rangka penyusunan program 
kerja Sub Bagian Sosial untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
peketjaan; 

b. Menginventarisasi pennasalahan-permasalahan yang berhnbungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Sosial dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

e. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk tcknis 
pengkoordinasian persiapan dan pelaksanaan usaha pembinaan dan 
peningkatan kesejahteraan sosial; 

d. Mengumpulkan dan menyusun 
pengkoordinasian persiapan dan 
derajat kesehatan masyarakat; 

pedoman dan petunjuk teknis 
pe1aksanaan usaha peningkatan 

e. Mengwnpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian penyiapan dan penyeLenggaraan peringatan Hari-hari 
Besar Nasional seperti Hut Proklamasi Rl, Hari PahLawan, Hari 
Kesetiakawanan Sosial; 

f. Mernirnpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Urnum di Lingkungan Sub Bagian Sosial agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

g. Membagi habis tugas Sub Bagian Sosial kepada Aparatur Non 
Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap pcrsonll memahami 
togas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

h. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanean tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

l. Mengevaluasi hasil pelaksanan tugas bawahan; 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Bagian Kesepuluh
 

. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan
 

Pas.162
 

Tugas pokok Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan adalah 
mempersiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian pembinaan dan peningkatan peranan Organisasi Wanita 
dalam Pembangunan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan dan 
peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan soeial budaya, 
ekonomi dan kemasyaraktan, pelaksanaan penyuluhan dan pemberian 
perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta pemberian pelatihan dan 
keterampilan pada perempuan dalam rangka kesetaraan gender. 

Pasa163 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
62 Peraturan ini, Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan mempunyai 
rinciun tugas sebagai berikut : 

a.	 Mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan dibidang 
Pemberdayaan Perempuan dalam rangka peneapaian tujuan 
penyelenggaraan togas pokok dan fungsi begian; 

b.	 Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

e.	 Mempersiapkan dan me1aksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pembinaan peningkatan peranan organisasi Wanita dalam 
pembangunan; 

d.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan 
petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi 
aktif perempuan dalam kegiatan sosial budaya, ekonomi dan 
kemasyarakatan; 

e.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pelaksanaan penyuLuhan dan pemberian perlindungan terhadap 
hak-hak perempuan serta pemberian pelatihan dan keterampilan pada 
perempuan dalam rangka kesetaraan gender; 

f	 Membagi hebis tugas kedinasan pada Bagian Pemberdayaan 
Perempuan dibidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar 
setiap aparatur yang berada dilingkungan Bagian Pemberdayaan 
Perempuan mempunyai dan memahami bebaa tugas dan 
tanggungjawabnya masing-masing; 

g.	 Memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

h.	 Memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akan diambil dibidang Pemberdayaan 
Perempuan; 

1.	 Menilai aktiviras, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari 
bawahan; 

J.	 Membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; 

k.	 Melaksauakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelanearan pelaksanaan tugas. 
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Pasal64
 

Kepala Sub Bagian Peranan Organisasi Wanita
 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Peranan Organisasi Wanita adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pernberdayaan Perempuan di bidang 
pengumpulan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 
dan peningkatan Peranan Organisasi Wanita datam pembangunan. 

Pasal65 

Untuk menyeJenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
64 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Peranan Organisasi Wanita 
mempunyai rincian togas sebagai berikut : 

a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Pemberdayaan Perernpuan dalam rangka 
penyusunan program kerja Sub Bagian Peranan Organisasi Wanita 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. Menginventarisasi pennasalahan-perrnasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Peranan Organisasi Wanita dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masaLahnya; 

c. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
penghimpunen, pemeliharaan, reproduksi, pengolahan data dan 
inforrnasi serta pendistribusian Perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Peranan Organisasi Wanita dalam pembangunan; 

d. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan pernbinaan dan pengarahan terhadap Organisasi Wanita 
dalarn pelaksanaan kegiatan kewanitaan; 

e. Mengumpulkan dan menyusun pedoman 
pemantauan, pemberian birnbingan teknis 
perkembangan Organisasi Wanita serta 
Organisasi Wanita; 

dan petunjuk teknis 
dan pencatatan data 

menghimpun laporan 

f. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
penyusunan program kerja sarna Tim Pengerak P.K..K Kabupaten 
dengan instansi terkait dalarn rangka mensukseskan pelaksanaan 
program P3KSS, Lomba Desa dan Kelurahan, UP3K, PKK, BKB 
PKK, serta lomba Posyandu; 

g. Mengumpulkan dan menyusun pedornan dan petunjuk teknis 
penyusunan program keja sarna Tim Pengerak P.K..K Kabupaten dengan 
instansi terkait dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program 
sektor KB Kesehatan, Paket AlB, Waning Hidup, Toga dan P2LDT; 

h. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
penyusunan program pelatihan dibidang Peranan Organisasi Wanita: 

1.	 Mengutnpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan Keluarga Sehat dan Sejahtera; 

J.	 Memimpin, mengerahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Peranan Organisasi Wanita agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

k.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Peranan Organisasi Wanita kepada 
Aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 
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1.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program Lebih lanjut; 

m.	 Mengevaluasi hasil pelaksanan togas bawahan; 

n.	 Melaksanakan togas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pasal66
 

Kepata Sub Bagian Pemberdayaan
 

dan Partisipasi AktifPerempuan
 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Aktif 
Perempuan adalah melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemberdayaan 
Perempuan di bidang peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Aktif 
Perempuan dalam pembangunan. 

Pasal67 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diroaksud pada Pasal 
66 Peraturan ini. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Aktif 
Perempuan mempunyai rincian rugas sebagai berikut : 

a. Melakukan sinkronisasi dan kolerasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Pemberdayaan Perempuan dalam rangka 
penyusunan program kerja Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi 
Aktif Perempuan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
pekerjaan; 

b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungen 
dengan bidang tugas Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Aktif 
Perempuan dan menyusun bahan untuk pernecahan masalabnya; 

c. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
penghimpunan, pemeliharaan reproduksi, pengolahan data dan 
infonnasi serta pendistribusian Perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Peranan Perempuan dan Partisipasi Aktif 
Perempuan dalam pembangunan; 

d. Mengumpulkan dan rnenyusun pedoman dan pctunjuk teknis 
penyusunan program Pemberdayaan dan Partisipasi Aktif Perempuan 
secara Iintas sektoral; 

e. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
penyusunan program peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
dalam bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Aktif Perempuan dan 
penyusunan laporan pelaksanaannya; 

f. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan latihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
dalam bidang Pernberdayaan dan Partisipasi Aktif Perempuan; 

g. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
penyusunan program oprasional Han-han Besar Nasional dibidang 
Perempuan seperti Han Kartini dan Han Ibu; 

h. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pengurnpulan data infonnasi tentang Lembaga yang ada kaitannya atau 
hubungan kerja dengan Pemberdayaan dan Partisipasi Aktif 
Perempuan; 

1.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pendataan tentang Profit Wanita Lampung Selatan; 
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J- Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umurn di Lingkungan Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Aktif 
Perempuan agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan 
berhasilguna; 

k.	 Mernbagi habis tugas Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Aktif 
Perempuan kepada Aparatur Non StrukturaI Umum sebagai 
bawahannya agar setiap personil mernahami tugas dan tanggung 
jawabnya rnasing-masing; 

l.	 MengumpuJkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kcpada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

m.	 Mengevaluasi hasil pelaksanan tugas bawahan; 

D.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pa,a168
 

Kepala Sub Bagian Perlindungan Perempuan
 

dan Kesetaraan Gender
 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan 
Gender adalah melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemberdayaan 
Perempuan di bidang pengumpulan dan penyusunan pedcman dan 
petunjuk. teknis pelaksanaan penyuluhan dan pemberian perlindungan 
terhadap hak-hak Perempuan serta pelaksanaan kegiatan dalam rangka 
kesetaraan gender. 

Pasa169 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
68 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Perlindungan Perempuan dan 
Kesetaraan Gender mempunyai rineian tugas sebagai berikut : 

a Melakukan sinkrorrisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Pemberdayaan Perempuan dalam rangka 
penyusunan program kerja Sub Bagian Perfindungan Perempuan dan 
Kcsetaraan Gender untuk dijadikan pedoman dalarn pelaksanaan 
pekerjaan; 

b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengun bidang tugas Sub Bagian Perlindungan Perempuan dan 
Kesetaraan Gender dan mcnyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

e. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
penghimpunan, pemeliharaan, reproduksi, pengolahan data dan 
informasi serta pendistribusian Perundang-undangan yang 
berhubuogan dengan perlindungan perempuan dan kesetaraan gender; 

d. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pembaharuan produk hukum didaerah dalam rangka perlindungan 
percmpuan dalan kesetaraan gender; 

e. Mengumpulkan dan menyusun pcdoman dan 
pelaksanaan penghapusan kckerasan terhadap 
mengutamakan Gender; 

petunjuk 
perempuan 

teknis 
serta 

f Mengurnpulkan dan menyusun pedoman dan petujuk teknis 
perlindungan terhadap Hak Asasi manusia (HAM) bagi perempuan; 
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g.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petujuk teknis 
pelaksanaan Monitoring dan pembinaan ketenagakerjaan seperti 
melalui Kegiatan Kempanye Keselamatan Dan Kesejahteraan (K3) 
bagi perempuan dalam rangka meningkatkan jaminan sosial pekerja 
perempuan; 

h.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petujuk teknis 
pemantauan dalam kegiatan julah tenaga kerja wanita yang bekerja 
diluar Lampung Selatan sebagai bahan untuk melihat perlindungan 
perempuan yang diberlakukan oleh Biro .Tasa TKW di Lampung 
Selatan; 

1.	 Mernirnpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Perlindungan Perempuan dan 
Kesetaraan Gender agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna 
dan berhasilguna; 

J.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Perlindungan Perempuan dan 
Kesetaraan Gender kepada Aparatur Non Struktural Umum sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 

k.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

I.	 Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

m. Melaksanakan tugas kedinasan Iainnya yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Kesebelas 

Asisten Administrasi 

Pasal70 

Tugas pokok Asisten Administrasi adalah mengkoordinasikan penyusunan 
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan urusan rumah tangga dan 
pengelolaan perlengkapan dilingkungan sekretariat daerah , pembinaan 
Kelembagaan Daerah dan Ketatalaksanaan, Hubungan Kemasyarakatan 
dan Protokoler, Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan, serta membantu 
Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan 
administratif kepada Perangkat Daerah dan Instansi Pertikal di Dacrah 
yang rnenangani bidang Pendidikan, Pendapatan Daerah, Pasar, 
Kebersihan dan Keindahan, Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan 
Kerja, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Pelayanan Pajak, 
Kelistrikan, Perbankkan, Statistik, Samsat, pos serta bidang 
Telekomunikaisi (telkom). 

Pasal 71 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
70 Peraturan ini, Asisten Administrasi mempunyai rincian tugas sebagai 
berikut : 

a.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
penyiapan sarana dan prasarana bagi kelancaran tugas Bupati, Wakil 
Bupati dan Sekretaris Daerah, menyiapkan kelengkapan dan perawatan 
rumah dinas, memelihara kebersihan dan keindahan di Linglrungan 
Sekretariat Daerah, serta menyelenggarakan kegiatan keamanan dalam 
lingkungan Sekretariat Daerah; 
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b. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan pengelolaan urusan tata usaha pimpi..nan dan tata usaha 
umum, pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, 
pembinaan, pengendalian dan koordinasi kegiatan pengiriman dan 
penerimaan berita sandi dan telekomunikasi, serta perneliharaan dan 
perawatan alat-aLat sandi dan telekomunikasi; 

c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan 
perbekalan dilingkungan Sekretariat Daerah, mengumpulkan bahan 
informasi dan menilai mutu pcrlengkapan dan perbekalan di 
Lingkungan Sekretariat Daerah, me1akukan kegiatan Tender dan 
pembelian perlengkapan dan perbekalan di Lingkungan Sekretariat 
Daerah pembinaan pengendalian dan koordinasi kegiatan pengadaan 
dan distribusi perlengkapan dan perbekalan di Lingkungan Sekretariat 
Daerah, scrta peJaksanaan administrasi penerimaan dan pengeluaran 
perJengkapan dan perbekalan di Lingkungan Sekretariat Daerah; 

d. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dalam bidang penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan 
perlengkapan dan perbekalan di Lingkungan Sekretariat Daerah, serta 
pengendalian dan koordinasi penghapusan barang-barang perJengkapan 
dan perbekalan di Lingkungan Sekretariat Daerah; 

e. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
Penganalisaan beban kerja dan analisa kebutuhan terhadap Organisasi 
Perangkat Daerah,penyusunan desain Struktur Organisasi Perangkat 
Daerah dalam rangka penataan dan evaluasi kelembagaan yang sesuai 
dengan kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki; 

f. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
penyusunan mekanisme kerja/tata kerja dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten; 

g. Mcngkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan penyusunan uraian tugas dan fungsi masing-masing 
unit OrganisasilPerangkat Daerah.Pengkoordinasian dan pengurnpulan 
data jabatan dan mengolahnya menjadi informasi jabatan.menyajikan 
infonnasi jabatan bagi program-program kelernbagaan.kepegawaian 
dan ketatalaksanaan. serta me1akukan pembinaan mengenai 
pemanfaatan infomasi jabatan bagi flhak yang memerlukan; 

h. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pclaksanaan peliputan dan prmberit.aan kegiatan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten melalui media eetak dan elektronik guna mempetjelas 
kebijakan Pernerintah Kabupaten, serta mclakukan pernbinaan 
kehumasan, pembinaan terhadap pers, media cetak maupun clektronik; 

1.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedornan dan petunjuk teknis 
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan 
penyuntingan data dan informasi sebagai bahan kebijakan Pemerintah 
Kabupaten di bidang pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan, memantau, mengumpulkan, menggandakan, 
mendokumentasikan, mendistribusikan dan mempuhlikasikan 
pelaksanaan kegiatan Pcmerintahan, Pembangunan dan 
kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten; 

J.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk tcknis 
kegiatan pengaturan dan pembuatan jadwal kegiatan pirnpinan, 
menyiapkan tata cara upacara dan acara protokoler pimpinan, 
memberikan pelayanan dan mengatur tamu pimpinan, serta 
menyiapkan admirritrasi perjalanan dinas pimpinan; 
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k.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan 
standar/pedoman kearsipan, pembinaan, pengendalian, pengawasan 
dan koordinasi Somber Daya Manusia dan system kearsipan, 
pengolahan, pelestarian.layanan informasi dan penerbitan naskah 
sum bcr arsip; 

1.	 Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan penilaian, akuisisi dan pengolahan, penyimpanan, 
perawatan dan pelayanan arsip statis maupun arsip in-aktif; 

m. Mengkoordinasikan	 penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pelayanan dan pelestarian karya eetak dan karya rekam, pelayanan 
informasi, biografl, literature sekunder dan kerjasama otomasi 
Pcrpustakaan. pembinaan dan pengembangan Perpustakan di tingkat 
Kabupaten serta pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusla 
dibidang Perpustakaan; 

D.	 Melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pelayanan Administratif 
kepada Perangkat Daerah dan Instansi Pertikal di daerah yang 
menagani bidang Pendidikan, Pendapatan Daerah, Pasar, Kebersihan 
dan Keindahan, Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan Kerja, 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Pelayanan Pajak, 
Kelistrikan, Perbankan, Statistik, Samsat, pos serta bidang 
Telekomunikasi (telkorn). 

o.	 Memberikan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang 
pelaksanaan tugas, untuk tnenghindari terjadinya penyimpangan daiam 
pelaksanaan togas; 

p.	 Membcrikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijaksanaan yang akan diarnbil di bidang Umum dan 
Pcrlengkapan, Organisasi, Hubungan Masyarakat serta Bidang Arsif 
dan Perpustakaan; 

q.	 Menilai aktivitas, kreativitas, dan produktivitas pelaksanaan tugas dari 
bawahan; 

r.	 Melaksaoakan tugas kedinasan lainrrya yang diberikan oleh atasen 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

Bagian Keduabelas 

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan 

Pasal72 

Tugas pokok Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan adalah 
mempersiapkan dan melaksanaken penyusunan pedoman dan petunj uk 
teknis penyiapan sarana dan prasarana pimpinan, menyiapkan kelengkapan 
dan perawatan Rumah Dinas, memelihara kebersihan, keindahan dan 
keamanan dalam Lingkungan Sekretariat Daerah, pembinaan dan 
pengelolaan urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, pengelolaan 
administrasi keuangan Sekretariat Daerah, pembinaan pengendalian dan 
gkoordinasi kegiatan pengiriman dan peneriman bcrita sandi dan 
telekomunikasi, pemeliharaan dan perawatan alat-alat sandi dan 
telekomunikasi, penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan distribusi 
perlengkapan dan perbekalan di Lingkungan Sekretariat Daerah, 
pelaksanaan administrasi penerimaan dan pengeluaran perlengkapan dan 
perbekalan di Lingkungan Sekretariat Daerah, serta pengendalian dan 
koordinasi penghapusan barang-barang perlcngkapan dan perbekalan 
dilingkungan Sekretariat Daerah. 
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Pasal73 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
72 Peraturan ini, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai 
rineian tugas sebagai berikut : 

a	 Mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan dibidang 
Umum dan Perlengkapan daIam rangka peneapaian tujuan 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bagian; 

b.	 Mempelaiari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan bidang Umum dan Perlengkapan sebagai aeuan daIam 
pelaksanaan tugas; 

c.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis penyiapan sarana dan prasarana bagi kelanearan tugas Bupati 
dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, rnenyiapkan perlengkapan 
menyiapkan kelengkapan dan perawatan rwnah dinas, rnemelihara 
kebersihan dan keindahan di Lingkungan Sekretariat Daerah, serta 
menyelenggarakan kegiatan keamanan dalam lingkungan Sekretariat 
Daerah; 

d.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pembinaan dan pengelolaan urusan tata uasaha pimpinan dan 
tata usaha umum, pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat 
Daerah, pembinaan, pengendalian dan koordinasi kegiatan pengiriman 
dan peneritnan berita santi dan telekomunikasi, serta pemaliharaan 
perawatan alat-alat sandi dan telekomunikasi; 

e.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunau pedoman dan petunjuk 
teknis penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan di 
Sekretariat Daerah, mengumpulkan bahan informasi dan menilai mutu 
perlengkapan dan perbekalan dilingkungan Sekretariat Daerah, 
malakukan kegiatan tender dan pembelian perlengkapan dan 
pembelian perlengkapan dan perbekalan di lingkungan Sekretariat 
Daerah pembinaan pengendalian dan koordinasi kegiatan pengadaan 
dan distribusi perlengkapan dan perbekalan dilingkungan Sekretariat 
Daerah, serta pelaksanaan administrasi penerimaan dan pengeluaran 
per!engkapan dan perbekalan dilinkungan Sekretariat Daerah; 

f.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pembinaan dalam bidang penyimpangan, pemeliharaan dan 
perawatan perlengkapan dan perbekalan dilingkungan Sekretariat 
daerah, serta pengendalian dan koordinasi penghapusan barang-barang 
perlengkapan dan perbekalan dilingkungan Sekretariat Daerah; 

g.	 Merubagi habis tugas kedinasan pada Bagian Umum dan 
Perlengkapan dibidang teknis dan adrninistrasi kepada bawahan, agar 
setiap aparatur yang berada dilingkungan Bagian Umum dan 
Perlengkapan mempunyai dan ruemahami beban tugas dan 
tanggungjawabnya masing-masing; 

h.	 Memberikan pctunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

1.	 Memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkeh­
langkah dan kebijakan yang akan diambi! dibidang Umum dan 
Perlengkapan; 
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J.	 Menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari 
bawahan; 

k.	 Membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan Iebih lanjut: 

1.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal74 

Kepala Sub Bagian Ramah Tangga 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Rumah Tangga adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Umum dan Perlengkapan di bidang pengumpulan 
dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyiapan sarana dan 
prasarana bagi kelancaran tugas Bupati. Wakil Bupati dan Sekretariat 
Daerah, menyiapkan kelengkapan dan perawatan rumah dinas, memelibara 
kebersihan dan keindahan di Lingkungan Sekretariat Daerah, serta 
menyelenggarakan kegiatan keamanan dalam lingkungan Sekretariat 
Daerah. 

Pasal75 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
74 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Rumah Tangga rnempunyai rincian 
tugas sebagai berikut : 

a.	 Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Rumah Tangga dalam rangka penyusunan 
program kerja Sub Bagian Peranan Organisasi Wanita untuk dijadikan 
pedoman dalarn pelaksanaan pekerjaan; 

h.	 Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Rumah Tangga dan mcnyusun bahan 
untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian perencanaan, perringkatan, peruberdayaan, 
pengembangan dan optimalisasi sarana/prasarana perekonomian 
daerah dan perekonomian rakyat; 

d.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pegkoordinasian pelayanan kepada investor dan instansi terkait dalam 
rangka pembangunan sarana/prasarana perekonomian daerah dan 
perekonomian rakyat; 

e.	 Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umuru dilingkungan Sub Bagian Rumah Tangga agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

f.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Rumah Tangga kepada Aparatur 
Non Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami togas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

g.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk merubuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

b.	 Mengevaluasi hasil pclaksanan tugas bawaban; 

i.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch atasan. 
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Pasal 76 

Kepala Sub Bagian Umum 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum adalah rnelaksanakan sebagian 
tugas Bagian Urnurn dan Perlengkapan di bidang pengurnpulan dan 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengelolaan 
urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, pengelolaan edministrasi 
keuangan Sekretariat Daerah, pembinaan pengendalian dan koordinasi 
kegiatan pengiriman dan peneriman berita sandi dan telekomunikasi, 
pemeliharaan dan perawatan alat-alat sandi dan telekomunikasi. 

Pasa177 

Uotuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
76 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas 
sebagai berikut : 

3.	 Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Umum dan Perlengkapan dalarn rangka 
penyusunan program kerja Sub Bagian Umum untuk dijadikan 
pedoman dalarn pelaksanaan pekerjaan; 

b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Umum dan menyusun bahan untuk 
pemeeahan masalahnya; 

e. Mengurnpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan pengelolaan urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha 
umum; 

d. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk 
pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah; 

teknis 

e. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan pengendalian dan koordinasi kegiatan pengiriman dan 
peneriman berita sandi dan telekomunikasi; 

f. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk 
pemeliharaan dan perawatan alat-alat sandi dan telekomurrikasi; 

teknis 

g. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum di Lingkungan Sub Bagian Umum agar dapat melaksankan 
tugas seeara berdayaguna dan berhasilguna; 

h. Membagi habis tugas Sub Umum kepada Aparatur Non Struktural 
Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggungjawabnya masing-masing; 

1.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

J.	 Mengevaluasi basil pelaksanan tugas bawahan; 

k.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pasal78 

Kepala Sub Bagian Pereneanaan dan Pengadaan 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pereneanaan dan Pengadaan adalah 
mclaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dan Perlengkapan di bidang 
pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana 
",,~utuhan perlengkapan dan perbekalan dilingkungan Sekretariat Daerah, 

"mengumpulkan bahan informasi dan menilai mutu perlengkapan dan 
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perbekalan dilingkungan Sekretariat Daerah, mengumpulkan bahan 
informasi dan menilai mutu perlengkapan dan perlengkapan dilingkungan 
Sekretariat Daerah, melalrukan Tender dan pembelian perlengkapan dan 
perbekalan dilingkungan Sekretariat Daerah, pembinaan, pengendalian dan 
koordinasi kegiatan , pengadaan dan distribusi perlengkapan dan 
perbekalan dilingkungan Sekretariat Daerah serta pelaksanaan administrasi 
penerimaan dan pengeluaran perlengkapan dan perbekalan dilingkungan 
Sekretariat Daerah. 

Pasal79 

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
78 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan 
mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Umum dan Perlengkapan dalam rangka 
penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Pereneanaan dan Pengadaan dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalalmya; 

e. Mengumpulkan dan menyusun 
penyusunan rencana kebutuhan 
dilingkungan Sekretariat Daerah; 

pedoman dan 
perlengkapan 

petunjuk teknis 
dan perbckalan 

d. Mengumpullan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pengumpulan bahan informasi dan menilai mutu perlengkapan dan 
perbekalan dilingkungn Sekretariat Daerah; 

e. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan kegiatan tender dan pembelian perlengkapan dan 
perbekalan dilingkungan Sekretariat Daerah; 

f. 

g. 

Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan, pengendalian dan koordinasi kegiatan pengadaan dan 
distribusi perlengkapan dan perbekalan dilingkungan Sekretariat 
Dacrah; 
Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petujuk teknis 
pelaksanaan administrasi penerimaan dan pengeluaran perlengkapan 
dan perbekalan dilingkungan Sekretariat Dacrah; 

h. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum di Lingkungan Sub Bagian Pereneanaan dan Pengadaan agar 
dapat melaksankan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

1.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan 
kepada Aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya agar 
setiap personil mcmahami tugas dan tanggung jawabnya masing­
masmg; 

J.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagal masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

k.	 Menevaluasi hasil pe1aksanaan tugas bawahan; 

1.	 Melaksanakan tugas kedinasan Iainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Pasa\ 80
 

Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan
 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dan Perlengkapan di bidang 
pengumpulan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan daLam 
bidang penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan dan 
perbekalan dilingkungan Sekretariat Daerah, serta pengendalian dan 
koordinasi penghapusan barang-barang perLengkapan dan perbekalan 
dilingkungan Sekretariat Daerah. 

Pasal81 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
80 Peraturan ini, KepaLa Sub Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai 
rineian tugas sebagai berikut : 

a.	 Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian Lainnya 
dilingkungan Bagian Umum dan Perlengkapan dalam rangka 
penyusunan program kerja Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 Mengurnpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dalarn bidang penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan 
perlengkapan dan perbekalan dilingkungan Sekretariat Daerah; 

d.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pengendaLian koordinasi penghapusan barang-barang perlengkapan 
dan perbekalan dilingkungan Sekretariat Daerah; 

e.	 Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Strulrturnl 
Umum di Lingkungan Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan 
agar dapat melaksankan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

f.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan 
kepada Aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya agar 
setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing­
masmg; 

g.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalarn penyusunan program lebih lanjut; 

h.	 Mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; 

1.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Ragian Ketigabelas 

Kepala Bagian Organisasi 

Pasa182 

Tugas pokok Kepala Bagian Organisasi adalah mempersiapkan dan 
melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan 
desain struktur Organises! Perangkat Daerah dalam rangka Penataan dan 
Evaluasi Kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan 
yang dimiliki, pembinaan dan penataan system, metode, prosedur kerja 
dan pendayagunaan aparatur Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten, 
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penganalisaan beban kerja dan kebutuhan terhadap Organisasi Perangkat 
Daerah, pembinaan dan penyusunan uraian tugas dan fungsi masing­
masing init Organisasi/Perangkat Daerah, pengkoordinasian dan 
Pengumpulan data jabatan untuk diolah menjadi infonnasi jabatan. 

Pasal 83 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada Pasal 
82 Peraturan ini, Kepala Bagian Organisasi mempunyai rineian tugas 
sebagai berikut : 

a	 Mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan dibidang 
Organisasi dalam rangka peneapaian tujuan penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi bagian; 

b.	 Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan bidang organisasi sebagai aeuan dalarn pelaksanaan tugas; 

e.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petuniuk 
teknis penyusunan desain struktur Organisasi Perangkat Daerah 
dalam rangka penataan dan evaluasi Kelembagaan yang sesuai dengan 
kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki; 

d.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pembinaan dan penataan sistim, metode, prosedur kerja dan 
pendayagunaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten; 

e.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis penganalisaan beban kerja dan kebutuhan terbadap organisasi 
Perangkat Daerah; 

1:	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pembinaan dan penyusunan uraian tugas dan fungsi masing­
masing unit OrganisasiJPerangkat Daerah; 

g.	 Mempcrsiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis, pengkoordinasian dan pengumpulan data jabatan dan 
mengolahnya menjadi infonnasi jabatan, menyajikan informasi jabatan 
bagi program-program kelembagaan, kepegawaian dan 
ketatalaksanaan, serta melakukan pembinaan mengenai pemanfaatan 
infonnasi jabatan bagi fihak yang memerlukan; 

h.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Organisasi di bidang teknis dan 
administrasi kepada bawahan., agar setiap aparatur yang berada 
dilingkungan Bagian Organisasi mcmpunyai dan memahami beban 
tugas dan tanggung jawbnya musing-massing; 

1.	 Memberikan petunjuk teknis dan pengaruhan serta bimbingan kcpada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk. menghindarai terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

J.	 Memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijakan yang akan diambil dibidang Organisasi; 

c.	 Menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari 
bawahan; 

d.	 Membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; 

e.	 Melaksanakan tugas kedinasan Iairmya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Pasal 84 

Kepala Sub Bagian Kelembagaan 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Kelembagaan adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Organisasi di bidang penyusunan desain Struktur 
Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penataan dan evaluasi 
kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kewenangan, 
potensi dan karakteristik Daerah 

Pasal 85 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
84 Peraturan ini. Kepala Sub Bagian Kelembagaan mempunyai rincian 
tugas sebagai berikut : 

a.	 Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Kelembagaan dalarn rangka penyusunan program 
kerja Sub Bagian Peranan Orgarrisasi Wanita untuk dijadikan pedornan 
dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Kelembagaan dan menyusun bahan 
untuk pemecahan masalahnya; 

e.	 Mengwnpulkan dan rnenyusun pedoman dan petunjuk teknis 
penyusunan desain struktur Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka 
penatan dan cvaluasi Kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan, 
kemampuan, kewenangan, potensi karakteristik daerah; 

d.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pelak:sanaan monitoring dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi 
Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan kewenangen, 
potensi dan karakteristik daerah; 

e.	 Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Kclcmbagaan agar dapat 
melaksanakan tugas seeara berdayaguna dan berhasilguna; 

f.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Kelembagaan kepada Aparatur Non 
Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

g.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

h.	 Mengevaluasi basil pelaksanan tugas bawahan; 

1.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pasel 86 

Kepala Sub Bagian Ketata!aksanaan 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Organisasi di bidang pengumpulan dan penyusunan 
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistim. metode, 
prosedur kerja dan pendayagunaan aparatur negara dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten. 
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Pasal87 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
86 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai rineian 
tugas sebagai berikut : 

a.	 Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Orgganisasi dalam rangka penyusunan program 
kerja Sub Bagian Ketatalaksanaan untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 Menginventarisasi permasalahan-pennasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Ketatalaksanaan dan menyusun bahan 
untuk pemecahan masalahnya; 

e.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan penataan sistem, metode dan prosedur kerja di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten; 

d.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk: teknis 
pelaksanaan implementasi terhadap program Pendayagunaan Aparatur 
Negara (PAN) di daerah: 

e.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
penyusunan Tata Naskah Dinas di Kabupaten; 

f.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk tcknis ketcntuan 
pakaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten; 

g.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk: teknis ketentuan 
kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten; 

h.	 Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum di Lingkungan Sub Bagian Ketatalaksanaan agar dapat 
melaksankan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

I.	 Membagi habis tugas Sub Ketatalaksanaan kepada Aparatur Non 
Struktural UmUIn sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

].	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dan hawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanj ut; 

k.	 Mengevaluasi hasil pelaksanan tugas bawahan; 

1.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch atasan. 

Pasal Sx
 
Kepala Sub Bagian Analisis formasi labatan
 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Analisis fonnasi Jabatan adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisess j di bidang penganalisaan 
beban ketja dan kebutuhan terhadap Organisasl Perangkat Daerah, 
pembinaan dan penyusunan uraian tugas dan fungsi masing-masing 
Organisasi/Perangkat Daerah, pengkoordinasian dan pengumpulan data 
jabatan diolah menjadi informasi jabatan. 

Pasal89 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sehagaimana dimaksud pada Pasal 
88 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Analisis formasi labatan mcmpunyai 
rincian tugas sebagai berikut : 
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a. Mclakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Organisasi dalarn rangka penyusunan program 
kerja Sub Bagian Analisis formasi Jabatan untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
dengan bidang tugas Sub Bagian Analisis fonnasi 
menyusun bahan untuk pemeeahan masalahnya; 

berhubungan 
labatan dan 

e. Mengumpulkan dan 
penganalisaan beban 
Perangkat Daerah; 

menyusun 
kerja dan 

pedoman dan petunjuk teknis 
kebutuhan terhadap Organisasi 

d. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pernbinaan dan penyusunan uraian tugas dan fungsi masing-masing 
unit organisasi/perangkat daerah; 

e. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
penkoordinasian dan pengumpulan data jabatan untuk diolah menjadi 
infonnasi jabatan dan menyajikan informasi jabatan untuk program 
kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan; 

f. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan mengenai pemanfaatan informasi jabatan bagi fihak yang 
memerlukan; 

g. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum di Lingkungan Sub Bagian Analisis Forrnasi Jabatan agar 
dapat melaksanakan togas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

h. Membagi habis togas Sub Bagian Analisis Formasi .Tabatan kepada 
Aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami togas dan tanggun.gjawabnya masing-rnasing; 

I.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk rnembuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

1.	 Mengevaluasi hasil pelaksanaan togas bawahan; 

k.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch atasan. 

Bagian Keempat Belas 

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat 

Pasal90 

Tugas pokok Kepala Bagian Hubungan Masyarakat adalah 
mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pelaksanaan peliputan dan pemberitaan kegiatan pemerintahan, 
pembangunan dan kernasyarakatan Pemerintah Kabupaten, pernbinaan 
kehumasan, pembinaan terhadap pees, media cetak maupun elektronik, 
pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan mformasi scbagai 
bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten, mengumpulkan dan 
mempublikasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pernbangunan dan 
kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerinteh Kabupaten, kegiatan 
pengaturan dan pembuatan jadwal kegiatan pimpinan, menyiapkan tata 
eara upacara dan acara protokol pimpinan, memberikan pelayanan dan 
mengatur tamu pimpinan, serta menyiapkan adrninistrasi perjalanan dmas 
punpman. 

PasaJ 91 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
90 Peraturan ini, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai 
rincian tugas sebagai berikut : 
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a. Mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan dibidang 
Hubungan Masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bagian; 

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
dengan bidang Hubungan Masyarakat sebagai 
pelaksanaan tugas; 

berhubungan 
acuan dalam 

c. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pelaksanaan peliputan dan pemberitaan kegiatan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten melalui media cetak dan elektronik guna memperjelas 
kebijakan Pemerintah Kabupaten; 

d. Mempersiapkan dan me1aksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pembinaan kehumasan, pembinaan terhadap pers, media eetak 
maupun elektronik; 

e. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan 
penyuntingan data dan infonnasi sebagai bahan kebijakan Pemerintah 
Kabupaten dibidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan; 

f. Mempersiapkan danmelaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis dalam memantau, mengumpulkan, menggandakan, 
mengdokumentasikan, rnendistribusikan dan mempublikasikan 
pelaksanan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten; 

g. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis kegiatan pengaturan dan pembuatan jadwal kegiatan pimpinan, 
menyiapkan tata eara upacara dan aeara protckol pimpinan, 
memberikan pelayanan dan mengatur tamu pimpinan, serta 
menyiapkan adminisrrasi perjalanan dinas pimpinan; 

h. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman danpetunj uk 
teknispengikutsertaan segala kegiatan Pemerintah Kabupaten dan 
Instansi Pemerintah lainnya daJam kegiatan pemerintah, pembangunan 
dan kemasyarakatan; 

1.	 Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pemantauan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan 
menjadi juru bicara Pemerintah Kabupaten sesuai dengan petunjuk 
yang diberikan oleh Pirupinan; 

J.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Organisasi di bidang teknis dan 
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada 
dilingkungan Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai dan 
memahami beban tugas dan tanggungjawbnya masing-masing; 

k.	 Memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindarai terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

l.	 Memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
Iangkah dan kebijakan yang akan diambil dibidang Organisasi; 

m.	 Menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari 
bawahan; 

n.	 Memhuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; 

0.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oJeh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Pasa192
 

Kepala Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan
 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Hubungan Masyarakat di bidang 
pengumpulan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan 
peliputan dan pemberitaan melalui media cetaklelektronik guna 
menyebarluaskan infonnasi pembangunan dan kebijakan pirnpinan 
Pemerintah Kabupaten. 

Pasal93 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
92 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan 
mempunyai rineian tugas sebagai berikut : 

a.	 Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Hubungan Masyarakat dalam rangka penyusunan 
program kerja Sub Bagian Pe1iputan dan Pemberitaan untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 Menginventarisasi pennasalahan-pennasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 Mengwnpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pengwnpuLan data dan infonnasi dari Sekretariat Daerah, Dinas, 
BOOan, Kantor, Kccamatan dalam rangka penyusunan pemberitaan 
serta peLayanan informasi kepada media cetak/elektrorrik; 

d.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis dan 
menghimpun data dan infonnasi yang diperlukan pimpinan peliputan 
serta mendokumentasikan kegiatan penting Pemerintah Kabupalen; 

e.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petnnjuk teknis 
penyusunan kliping berita-berita Lampung Selatan serta menjalin 
hubungan haik dengan media cctak/elektronik; 

f.	 Mengwnpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan kerja sama terhadap radio daerah dalam bidang materi 
staran; 

g.	 Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna.; 

h.	 Membagi hahis tugas Sub Bagian Kelembagaan kepada Aparatur Non 
Struktural Umwn sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggungjawabnyamasing-masing; 

1.	 Mengumpulkan. menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

J.	 Mengevalnasi basil pelaksanan tugas bawahan; 

k.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Pasa194
 

Kepala Sub Bagian Redaksi dan Fublikasi
 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Redaksi dan Fublikasi adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Hubungan Masyarakat di bidang 
pengumpulan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pel~sanaan 
peliputan dan pemberitaan melalui media cetaklelektronik guna 
menyebarluaskan informasi pembangunan dan kebijakan pirnpinan 

Pernerintah Kabupaten. 

Pasa! 95 

Llntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
94 Peraturan 10i, Kepala Sub Bagian Redaksi dan Fublikasi mempunyai 
rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dcngan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Hubungan Masyarakat dalam rangka penyusunan 
program kerja Sub Bagian Redaksi dan Fublikasi untuk dijadikan 
pedoman dalam peLaksanaan pekerjaan; 

b.	 Menginventarisasi pennasalahan-pennasalahan yang berhubungan 
dcngan bidang tugas Sub Bagian Rcdaksi dan FubJikasi dan menyusun 
bahan untuk pernecahan masalahnya; 

c.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pengolahan data dan informasi Dinas/lnstansi Pemerintah unluk bahan 
kebijakan pimpinan; 

d.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pengkoordinasian dan menyusun naskah pidato/sambutan pimpinan 
sebagai bahan dokumentasi daerah serta mempublikasikan melalui 
media massa; 

e.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
penghimpunan pidato/sambutan pimpinan sebagai bahan dokumentasi; 

f.	 Mengurnpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pcrnbuatan penerbitan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan dalam rangka publikasi kebijakan pimpinan dalam bentuk 
majalah/buku saku yang berisi data dan fakta Lampung Selatan; 

g.	 Memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparntur Non Struktural 
Umum di Lingkungan Sub Bagian Redaksi dan Fublikasi agar dapat 
melaksankan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

h.	 Membagi habis tugas Sub Redaksi dan Fublikasi kepada Aparatur Non 
Struktural UmWlI sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan langgung jawabnya masing-masing; 

1.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan togas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

J.	 Mengevaluasi hasil pelaksanan togas bawahan; 

k.	 Melaksanakan togas kedinasan laitmya yang diberikan oIeh atasan. 
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Pasal96 

Kepala Sub Bagian Protokol 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Protokol adalah melaksanakan sebagian 
tugas Bagian Hubungan Masyarakat di bidang pengumpulan dan 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan acara dan 
administrasi perjalanan dinas serta mengatur tamu pimpinan. 

Pasal97 

Untuk menyelenggarakan togas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
96 Peraturan ini, Kepala Sub Bagian Protokol rnempunyai rineian togas 
sebagai berikut : 

a.	 Melakukan sinkronsasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Hubungan Masyarakat dalam rangka penyusunan 
program kerja Sub Bagian Protokol untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 Menginventarisasi perrnasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang togas Sub Bagian Protokol dan menyusun bahan untuk 
pernecahan masalabnya; 

c.	 Mengurnpulkan dan mcnyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pengaturan dan pembuatanjadwal kerja pimpinan; 

d.	 Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pengaturan tata earalprotokoler kegiatan pimpinan dan upaeara; 

e. Mengumpulkan dan menyusun pednrnan dan petunjuk teknis 
pengaturan tamu pimpman; 

f. Mengurnpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk tcknis 
penyiapan administrasi perjalanan dinas pimpinan; 

g.	 Memirnpin, rnengarahkan dan memotipasi Aparatur Non Struktural 
Umum di r.ingkungan Sub Bagian Protokol agar dapat melaksankan 
tugas seeara bcrdayaguna dan berhasilguna; 

h.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Protokol kepada Aparatur Non 
Struktural Umnm sebagai bawahannya agar setiap pcrsontt memahami 
tugas dan tanggung jawahnya maslng-masing; 

1.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan togas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

J.	 Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

k.	 Melaksanakan togas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 

Bagian Kelima Belas 

KepaLa Bagian Arsip dan Perpustakaan 

Pasal 98 

Tugas pokok Kepala 8agian Arsip dan Perpustakaan adalah 
mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis perumusan kebijakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan 
kearsipan serta perencanaan, pembinaan, pengelolaan dan pengembangan 
perpustakaan. 
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Pasa! 99 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
98 Peraturan ini, Kepala Bagian Arsip dan Perpustakaan mempunyai 
rineian tugas sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan dibidang 
Arsip dan Perpustakaan dalam rangka pencapaian tujuan 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bagian; 

b. Mempelajari peraturan 
dengan bidang Arsip 
pelaksanaan tugas; 

perundang-undangan yang 
dan Perpustakaan sebagai 

berhubungan 
acuan dalam 

c. Mcmpersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis perumusan kebijakan, pengaturan, pereneanaan, dan penetapan 
standar/pedoman kearsipan, pembinaan, pengendalian, pengawasan 
dan koordinasi Sumber Daya Manusia dan system kearsipan, 
pengolahan, pelestarian, layanan informasi dan penerbitan naskah 
sumber arsip; 

d. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedornan dan petunjuk 
tcknis pcnyclcnggaraan penilaian, akuisisi dan pcngolahan, 
penyimpanan, perawatan dan pelayanan arsip statis maupun arsip in­
aktif; 

e. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pelayanan dan pelestarian karya cetak dan karya rekam, 
pelayanan informasi, bibliografi, literature sekunder dan kerjasama 
otomasi perpustakaan, pembinaan dan pengcrnbangan perpustakaan 
ditingkat Kabupaten, serta pembinaan dan pengembangan Sumber 
Daya Manusia dibidang perpustakaan; 

f. Mcmpersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis penyusunan dan penerbitan naskab sumber arsip; 

g. Mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis penelitian, pengkajian, pengembangan dan pemberdayaan 
Sumber Daya Kearsipan; 

h. Memimpin, mengarahkan dan memotipasi Aparatur Non Struktural 
Umurn dilingkungan Sub Bagian Pereneanaan dan Pengembangan 
Kearsipan agar dapat melaksankan tugas secara berdayaguna dan 
berhasilguna; 

1.	 Membagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan 
Kearsipan kepada Apuratur Non Struktural Umum scbagai 
bawahannya agar setiap personil mernahami tugas dan dan tanggung 
jawbnya masing-masing; 

J.	 Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan 
sebagai bahan untuk rucmbuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

1.	 Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

I.	 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelanearan pelaksanaan togas. 

Pasa1100 

Kepala Sub Bagian Pengclolaan Kearsipan 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kearsipan adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Arsip dan Perpustakaan di bidang 
pengwnpulan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan penilaian, akuisisi dan pengolahan, penyirupanan, 
pcrawatan dan pelayanan arsip statis maupun arsip in-aktif 
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BABIV 

KElENTUAN LAIN DAN PENUTUP 

Pasal 104 

Ketentuan lain mengenai Staf Ahli Bupati dan Kelompok Jabatan 
Fungsional pada Peraturan dan atauKeputusan Bupati yang ada. 

Pasal 105 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur 
meteri yang sarna dinyatakan tidak berleku lagi. 

Pasal 106 

Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan tm, sepanjang mengenai 
pelaksanaan tugas akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah sesuai 
dengan kebutuhan dengan mengaeu kepada Peraturan Perundang­
undangan yang berlaku. 

Pasall07 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan 
apabila dikemudian han terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peratu.ran Bupati ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 
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